Laporan Pendampingan Perhitungan PPh Pasal 21
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Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan mengacu pada PP No. 58 tahun 2023 yakni Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yakni mulai bulan Januari sampai dengan November 2024 menggunakan tarif tersebut dan pada akhir tahun (Desdember 2024) menggunakan yakni Pasal 17 ayat 1. Sesuai dengan Permenkeu RI Nomor 168 Tahun 2023 mengenai petunjuk pemotongan PPh 21 yang menjadi dasar perhitumngan PPh 21 adalah:
1. Penghasilan Bruto
2. Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan
3. Kategori TER 
	
Tarif efektif bulanan (sesuai PTKP)
	
	
	
	
	

	Kategori Tarif Efektif Bulanan (TER)
	
	
	
	
	

	Berikut rincian tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung 
besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER):

	
	
	
	
	
	
	

	1. Tarif Kategori TER A
	
	
	
	
	

	Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan 
PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta):

	
	
	
	
	
	
	

	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER
	
	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER

	1
	sampai dengan 5.400.000
	0%
	
	23
	30.050.000 – 32.400.000
	13%

	2
	5.400.000 – 5.650.000
	0,25%
	
	24
	32.400.000 – 35.400.000
	14%

	3
	5.650.000 – 5.950.000
	0,50%
	
	25
	35.400.000 – 39.100.000
	15%

	4
	5.950.000 – 6.300.000
	0,75%
	
	26
	39.100.000 – 43.850.000
	16%

	5
	6.300.000 – 6.750.000
	1%
	
	27
	43.850.000 – 47.800.000
	17%

	6
	6.750.000 – 7.500.000
	1,25%
	
	28
	47.800.000 – 51.400.000
	18%

	7
	7.500.000 – 8.550.000
	1,50%
	
	29
	51.400.000 – 56.300.000
	19%

	8
	8.550.000 – 9.650.000
	1,75%
	
	30
	56.300.000 – 62.200.000
	20%

	9
	9.650.000 – 10.050.000
	2%
	
	31
	62.200.000 – 68.600.000
	21%

	10
	10.050.000 – 10.350.000
	2,25%
	
	32
	68.600.000 – 77.500.000
	22%

	11
	10.350.000 – 10.700.000
	2,50%
	
	33
	77.500.000 – 89.000.000
	23%

	12
	10.700.000 – 11.050.000
	3%
	
	34
	89.000.000 – 103.000.000
	24%

	13
	11.050.000 – 11.600.000
	3,50%
	
	35
	103.000.000 – 125.000.000
	25%

	14
	11.600.000 – 12.500.000
	4%
	
	36
	125.000.000 – 157.000.000
	26%

	15
	12.500.000 – 13.750.000
	5%
	
	37
	157.000.000 – 206.000.000
	27%

	16
	13.750.000 – 15.100.000
	6%
	
	38
	206.000.000 – 337.000.000
	28%

	17
	15.100.000 – 16.950.000
	7%
	
	39
	337.000.000 – 454.000.000
	29%

	18
	16.950.000 – 19.750.000
	8%
	
	40
	454.000.000 – 550.000.000
	30%

	19
	19.750.000 – 24.150.000
	9%
	
	41
	550.000.000 – 695.000.000
	31%

	20
	24.150.000 – 26.450.000
	10%
	
	42
	695.000.000 – 910.000.000
	32%

	21
	26.450.000 – 28.000.000
	11%
	
	43
	910.000.000 – 1.400.000.000
	33%

	22
	28.000.000 – 30.050.000
	12%
	
	44
	di atas 1.400.000.000
	34%

	
	
	
	
	
	
	

	2. Tarif Kategori TER B
	
	
	
	
	

	Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 & 
K/1 (Rp63 juta) dan PTKP TK/3 & K/2 (Rp67,5 juta):

	
	
	
	
	
	
	

	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER
	
	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER

	1
	sampai dengan 6.200.000
	0%
	
	21
	37.100.000 – 41.100.000
	15%

	2
	6.200.000 – 6.500.000
	0,25%
	
	22
	41.100.000 – 45.800.000
	16%

	3
	6.500.000 – 6.850.000
	0,50%
	
	23
	45.800.000 – 49.500.000
	17%

	4
	6.850.000 – 7.300.000
	0,75%
	
	24
	49.500.000 – 53.800.000
	18%

	5
	7.300.000 – 9.200.000
	1%
	
	25
	53.800.000 – 58.500.000
	19%

	6
	9.200.000 – 10.750.000
	1,50%
	
	26
	58.500.000 – 64.000.000
	20%

	7
	10.750.000 – 11.250.000
	2%
	
	27
	64.000.000 – 71.000.000
	21%

	8
	11.250.000 – 11.600.000
	2,50%
	
	28
	71.000.000 – 80.000.000
	22%

	9
	11.600.000 – 12.600.000
	3%
	
	29
	80.000.000 – 93.000.000
	23%

	10
	12.600.000 – 13.600.000
	4%
	
	30
	93.000.000 – 109.000.000
	24%

	11
	13.600.000 – 14.950.000
	5%
	
	31
	109.000.000 – 129.000.000
	25%

	12
	14.950.000 – 16.400.000
	6%
	
	32
	129.000.000 – 163.000.000
	26%

	13
	16.400.000 – 18.450.000
	7%
	
	33
	163.000.000 – 211.000.000
	27%

	14
	18.450.000 – 21.850.000
	8%
	
	34
	211.000.000 – 374.000.000
	28%

	15
	21.850.000 – 26.000.000
	9%
	
	35
	374.000.000 – 459.000.000
	29%

	16
	26.000.000 – 27.700.000
	10%
	
	36
	459.000.000 – 555.000.000
	30%

	17
	27.700.000 – 29.350.000
	11%
	
	37
	555.000.000 – 704.000.000
	31%

	18
	29.350.000 – 31.450.000
	12%
	
	38
	704.000.000 – 957.000.000
	32%

	19
	31.450.000 – 33.950.000
	13%
	
	39
	957.000.000 – 1.405.000.000
	33%

	20
	33.950.000 – 37.100.000
	14%
	
	40
	di atas 1.405.000.000
	34%

	
	
	
	
	
	
	

	3. Tarif Kategori TER C
	
	
	
	
	

	Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP TK/3 (Rp70 juta):
	

	
	
	
	
	
	
	

	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER
	
	No
	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)
	TER

	1
	sampai dengan 6.600.000
	0%
	
	22
	38.900.000 – 43.000.000
	15%

	2
	6.600.000 – p6.950.000
	0,25%
	
	23
	43.000.000 – 47.400.000
	16%

	3
	6.950.000 – 7.350.000
	0,50%
	
	24
	47.400.000 – 51.200.000
	17%

	4
	7.350.000 – 7.800.000
	0,75%
	
	25
	51.200.000 – 55.800.000
	18%

	5
	7.800.000 – 8.850.000
	1%
	
	26
	55.800.000 – 60.400.000
	19%

	6
	8.850.000 – 9.800.000
	1,25%
	
	27
	60.400.000 – 66.700.000
	20%

	7
	9.800.000 – 10.950.000
	1,50%
	
	28
	66.700.000 – 74.500.000
	21%

	8
	10.950.000 – 11.200.000
	1,75%
	
	29
	74.500.000 – 83.200.000
	22%

	9
	11.200.000 – 12.050.000
	2%
	
	30
	83.200.000 – 95.000.000
	23%

	10
	12.050.000 – 12.950.000
	3%
	
	31
	95.600.000 – 110.000.000
	24%

	11
	12.950.000 – 14.150.000
	4%
	
	32
	110.000.000 – 134.000.000
	25%

	12
	14.150.000 – 15.550.000
	5%
	
	33
	134.000.000 – 169.000.000
	26%

	13
	15.550.000 – 17.050.000
	6%
	
	34
	169.000.000 – 221.000.000
	27%

	14
	17.050.000 – 19.500.000
	7%
	
	35
	221.000.000 – 390.000.000
	28%

	15
	19.500.000 – 22.700.000
	8%
	
	36
	390.000.000 – 463.000.000
	39%

	16
	22.700.000 – 26.600.000
	9%
	
	37
	463.000.000 – 561.000.000
	30%

	17
	26.600.000 – 28.100.000
	10%
	
	38
	561.000.000 – 709.000.000
	31%

	18
	28.100.000 – 30.100.000
	11%
	
	39
	709.000.000 – 965.000.000
	32%

	19
	30.100.000 – 32.600.000
	12%
	
	40
	965.000.000 – 1.419.000.000
	33%

	20
	32.600.000 – 35.400.000
	13%
	
	41
	di atas 1.419.000.000
	34%

	21
	35.400.000 – 38.900.000
	14%
	
	
	
	







Tarif PPh 21 tahunan berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku:
	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
	Tarif

	Rp.0 sampai dengan Rp.60 juta
	5%

	> Rp.60 juta sampai dengan Rp.250 juta
	15%

	> Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta
	25%

	> Rp.500 juta sampai dengan Rp.5 milyar
	30%

	> Rp.5 milyar
	35%
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Setelah dilakukan simulasi maka perhitungan berdasarkan TER sampai dengan bulan November 2023;
1. Umumnya jumlah pajak terutang PPh 21 telah dipotong pada setiap karyawan sudah menyamai bahkan melebihi PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong, dengan kreteria;
a. Jika pada suatu bulan ada junmlah penghasilan bruto karyawan naik atau meningkat secara signifikas maka akan terjadi 
	Kondisi
	Perbandingan
	Keterangan

	

a. Penghasilan Bruto melebihi secara signifikan dari Penghasilan bruto teratur 
	
Jumlah PPh 21 yang telah dipotong berdasarkan TER sampai dengan bulan November 2023 telah melebihi jumlah PPh 21 selama tahun 2023 (1721 A1)
	Pemberi kerja tidak perlu lagi memotong PPh Pasal 21 karyawan pada bulan Desember dan bahkan perlu dibuat simulasi perhitungan 1721 A1 pada pertengan bulan Desember 2023 agar tidak terjadi lebih potong yang relative besar

	

b. Penghasilan Bruto melebihi Penghasilan teratur tetapi tidak signifikan 
	Jumlah PPh 21 yang telah dipotong berdasarkan TER sampai dengan bulan November 2023 umumnya hamper sama dengan jumlah PPh 21 selama tahun 2023 (1721 A1)
	Pemberi kerja tidak perlu lagi memotong PPh Pasal 21 karyawan pada bulan Desember dan bahkan perlu dibuat simulasi perhitungan 1721 A1 pada pertengan bulan Desember 2023 agar tidak terjadi lebih potong yang relatif besar

	

c. Penghasilan Bruto hampir sama dengan penghasilan teratur
	Jumlah PPh 21 yang telah dipotong berdasarkan TER sampai dengan bulan November 2023 umumnya hamper sama dengan jumlah PPh 21 selama tahun 2023 (1721 A1)
	

Pemberi kerja tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 21 untuik bulan Desember 2023
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1. Surat Tugas
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Proses Pendampingan

Tanggal

Pemahaman tentang PPh Pasal 21 terkait Peraturan yang berlaku;
dengan peraturan yang berlaku » UU nomor 6 tahun 2023
» Peraturan Menteri Keuangan Republik
7 Mei 2024 Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi

Pengumpulan data dan informasi terkait Mengumpulkan seluruh data tentang
gaji beberapa karyawan sebagai bahan “Penghasilan” beberapa dosen dan tendik dari
8 Mei 2024  simulasi YPPIJ sebagai bahan untuk simulasi (nama dan
NPWP dosen dan tenaga pendidik dihapus
(rahasia)
9 Mei 2024  Membuat simulasi perhitungan PPh Pasal Merumuskan formula (excel) yamg sesuai
21 Pemberi-tahuan Pajak Orang Pribadi dengan formula 1721 Al
(karyawan) Tahun 2023 berdasarkan TER
10 Mei 2024 Membuat Kesimpulan dan saran tentang Membandingkan serta meminimalisir “kurang

1721 Al tahun 2023 atau lebih potong” pada akhir tahun 2023
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       Proses Pendampingan                          Keterangan Kegiatan Tanggal  Peraturan yang berlaku ;   UU nomor 6 tahun 2023   Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak  Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi  Pemahaman tentang PPh Pasal 21 terkait  dengan peraturan yang berlaku  7 Mei 2024  Mengumpulkan seluruh data tentang  “ Penghasilan ” beberapa dosen dan tendik dari  YPPIJ sebagai bahan untuk simulasi ( nama dan  NPWP dosen dan tenaga pendidik dihapus  ( rahasia )  Pengumpulan data dan informasi terkait  gaji beberapa karyawan sebagai bahan  simulasi  8 Mei 2024  Merumuskan formula (excel) yamg sesuai  dengan formula 1721 A1  Membuat simulasi perhitungan PPh Pasal  21 Pemberi - tahuan Pajak Orang Pribadi  ( karyawan ) Tahun 202 3 berdasarkan TER  9 Mei 2024  Membandingkan serta meminimalisir “ kurang  atau lebih potong ” pada akhir tahun 202 3  Me mbuat Kesimpulan dan saran tentang  1721 A1 tahun 2023  10 Mei 2024
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Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 (PPh 21) Karyawan
YPPLJ
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    Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ( PPh 21) Karyawan YPPIJ
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PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 58_2023;

Cipta Kerja menjadi UU -> Tarif Efektif Rata-Rata
Pasal 17 ayat 1; Permenkeu RI Nomor: 168 Tahun 2023;
Tarif PPh Karyawan Petunjuk Pemotongan PPh 21

E 3 R 3
5%, TER; >
15% f A,B,C

’ dan D

25% a”‘
30%, 11
35% bulan

12 12
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     PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Cipta Kerja menjadi UU  Pasal 17 ayat 1; T arif PPh Karyawan   PP No. 58_2023;  Tarif Efektif Rata - Rata    5%, 15%, 25% 30%, 35%  TER;  A, B, C dan D  12 bulan   11 bulan   12 bulan   Permenkeu RI Nomor : 168 Tahun 2023; Petunjuk Pemotongan PPh 21   
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Perhitungan dengan TER (11 bulan) dan terakhir akan disesuaikan dengan
PPh Pasal 17 ayat 1 akan menimbulkan perbedaan;
a. Lebih potong (setor) ;
1. Tidak boleh direstitusi ke DJP,hanya akan diperhitungkan pada
pemotongan dan penyetoran PPh 21 karyawan yang bersangkutan
pada perioed berikutnya dan
2. Karyawan yang PPh 21nya lebih ptong harus dikembalikan oleh
pemberi kerja pada karyawan tersebut

b. Kurang potong (setor); harus segera dilunasi pada awal tahun berikutnya
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    Perhitungan dengan TER (11 bulan ) dan terakhir akan disesuaikan dengan PPh Pasal 17 ayat 1 akan menimbulkan perbedaan ; a. Lebih potong ( setor ) ; 1. Tidak boleh direstitusi ke DJP, hanya akan diperhitungkan pada pemotongan dan penyetoran PPh 21 karyawan yang bersangkutan pada perioed berikutnya dan 2. Karyawan yang PPh 21nya lebih ptong harus dikembalikan oleh pemberi kerja pada karyawan tersebut b. Kurang potong ( setor ); harus segera dilunasi pada awal tahun berikutnya
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Bagaimana meminimalisir selisih
potong (setor) dan pajak terutang

797
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    Bagaimana meminimalisir selisih potong ( setor ) dan pajak terutang ???
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Langkah-Langkah Yang Dilakukan;

»Membuat simulasi perhitungan PPh 21 berdasarkan TER (mulai Januari sampai
dengan akhir November 2023)

»Membandingkan jumlah PPh Pasal 21 berdasarkan poin 1 dengan PPh Terutang
berdasarkan 1721 A1 (selamatahun 2023)
»Menganalisis perbedaan antara PPh 21 A1 Tahun 2023 dengan
PPh 21 Trutang sampai dengan akhir November 2023;
lebih potong
kurang potong
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    Langkah - Langkah Yang Dilakukan ;  Me mbuat simulasi perhitungan PPh 21 berdasarkan TER ( mulai Januari sampai d engan akhir November 2023 )  Me mbandingkan jumlah PPh Pasal 21 berdasarkan poin 1 dengan PPh Terutang berdasarkan 1721 A1 ( selama tahun 2023)  Menganalisis perbedaan antara PPh 21 A1 Tahun 2023 dengan PPh 21 Trutang sampai dengan akhir November 2023; lebih potong kurang potong
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Berdasarkan surat No. 017/Trilogi/SOM/Umum/IV/2024 dari Biro Sumber Daya Manusia tentang
Permohonan Surat Tugas LPPM, dengan ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

No. 22/LPPM/TUG/IV/2024

SURAT TUGAS

Masyarakat (LPPM) memberikan tugas kepada:

No Nama NIDN Program Studi
1 | Efendri, S.E., M.Si. 0314036103 Akuntansi

2 | Gatot Tri Pranoto, S.Kom., M.Kom. 0416068103 Sistem Informasi
3 | Ludwina Harahap, S.E,. M.S.Ak. 0308087004 Akuntansi

Untuk menjadi Pembimbing Pengisian Formulir Pajak Karyawan (Formulir 1721 A1) pada:

Hari, Tanggal : Selasa ~Jum'at, 7 Mei -

Tempat : Universitas Trilogi

10 Mei 2024

Dengan ruang lingkup membuat laporan akhir dari kegiatan tersebut.

Demikian surat tugas ini kami sampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab.

Tembusan Yth.
 Wakil Rektor
« Kabiro. SDM

LPPM UNIVERSITAS TRILOGI

Gedung Rektorat Lantai 4 Universita Trilogi
11, TMP. Kalibata No. 1 Jakarta Selatan 12760
Tlp. 021 798 001 ext. 429 Fax 021 798 1352
Website: www. trilogi.ac.id, E-mail: [ppm@trilogi.ac.id

lpam.

Kepala LPPM Universitas Trilogi

CERTIF

1SO 21001 yo o
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NDAMPINGAN PERHITUNGAN
PEMOTONGANPPh KARYAWAN YPPIJ

PERIODE 7 Mei sampai dengan 10 Mei 2024

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS TRILOGI A
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                PERIODE 7 Mei sampai dengan 10 Mei 2024 PROGRAM STUDI AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS TRILOGI PENDAMPINGAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPh KARYAWAN YPPIJ  
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Latarbelakang

* Menteri Keuangan menerbitkan Permen nomor 168 tahun 2023 tentang PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Permen) Nomor 168 TAHUN 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau
Kegiatan Orang Pribadi:=> mulai berlaku sejak 1 Januari 2024

* Dalam Permen tersebut pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan (Pasal 21) secara bulanan
(Januari sampai dengan November) tidak lagi menggunakan pasal 17 ayat (1) a UU no. 6 tahun
2023 (yang berlaku selama ini), melainkan denganTarif Efektif Rata-Rata (TER)

* Dengan menggunakan TER maka tarif pemotongan PPh 21 (karyawan) disederhanakan yakni
menyesuaiakn dengan TER. Namun akhir tahun maka perhitungan Pajak yang terutang tetap
mengacu UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 padaasal 17 ayat 1 a.

* Pada akhir tahun pemberi kerja yakni Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta
(YPPU) harus menggunakan UU nomor 6 tahun 2023 pasal 17 ayat 1 untuk mengisi Formulir 1721
Al. Dengan demikian akan terjadi selisih perhitungan antara menggunakan TER dengan pasal 17
ayat 1 UU no. 6 tahun 2023.




